PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH '

IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 81 tahun 2015, tanggal 2 November 2015}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa guna lebih mendorong pembangunan nasi-
onal dengan diberikan fasilitas perpajakan berupa
pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai atas impor dan/atau perolehan Barang Kena
Pajak Tertentu yang bersifat strategis pada usaha
sektor tertentu serta untuk melaksanakan Putu-
san Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013,
perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Peny-
erahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keem-
pat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2001 tentang Impor dan atau Penyerahan'Barang
Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang
dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai; : ‘

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 16B ayat {1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertamba-
han Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No-
mor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1883 ten-
tang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Impor
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Terten-
tu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

1.

Pasal b ayat {2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambah-
an Nilai Barang dan Jasa dan Pajalé Penjualan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN/
ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TER-
TENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBE-
BASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAL.

Pasal 1

{1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strat-

egis yang atas impornya dibebaskan dari penge-

naan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

a. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan
satu kesatuan, baik dalam keadaan terpas-
ang maupun terlepas, yang digunakan secara
langsung dalam proses menghasilkan Barang
Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang




(2)

menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, ti-
" dak termasuk suku cadang;

b. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha
di bidang kelautan dan perikanan, baik pen-
angkapan maupun budidaya, sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemer-
intah ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

¢. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;

d. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah
mendapat pertimbangan dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi-
dang pertanian;

e. bibit dan/atau benih dari barang pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan, atau
perikanan;

f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan ke-
sayangan; i

g. pakan ikan;

h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak
dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pak-
an dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/
atau rincian bahan pakan diatur dengan Per-
aturan Menteri Keuangan setelah mendapat
pertimbangan dari Menteri yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di bidang ke-
lautan dan perikanan dan Menteri yang meny-
elenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian; dan

i. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk
perak butiran dan/atau dalam bentuk perak
batangan.

Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strat-

egis yang atas penyerahannya dibebaskan dari

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

"a. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan
satu kesatuan, baik dalam keadaan terpas-
ang.maupun terlepas, yang digunakan secara
langsung dalam proses menghasilkan Barang
Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang
menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, ti-
dak termasuk suku cadang;

b. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha
di bidang kelautan dan perikanan, baik pen-
angkapan maupun budidaya, sebagaimana
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ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemer-
intah ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

. jangat dan kulit mentah yang tidak disamalk;
. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah
mendapat pertimbangan dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi-
dang pertanian;

bibit dan/atau benih dari barang pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan, atau
perikanan;

pakan ternak tidak termasuk pakan hewan ke-
sayangan;

pakan ikan;

. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak

dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pak-
an dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/
atau rincian bahan pakan diatur dengan Per-
aturan Menteri Keuangan setelah mendapat
pertimbangan dari Menteri yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di bidang ke-
lautan dan perikanan dan Menteri yang meny-
elenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian;

bahan baku kerajinan perak dalam bentuk

perak butiran dan/atau dalam bentuk perak

batangan; dan

unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik

yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau

pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi
yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. luas untuk setiap hunian paling sedikit 21
m? (dua puluh satu meter persegi) dan ti-
dak melebihi 36 m? {tiga puluh enam meter
persegi);

2. pembangunannya mengacu kepada Per-
aturan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat;

3. merupakan unit hunian pertama yang di-
miliki, digunakan sendiri sebagai tempat
tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam
jangka waktu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang

rumah susun; dan
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4. batasan terkait harga jual unit hunian
Rumah Susun Sederhana Milik dan peng-
hasilan bagi orang pribadi yang memperoleh
unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik
ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah
mendapat pertimbangan dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pekerjaan umum dan pefumahan
rakyat.

k. listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di

atas 6.600

Amper.

{enam ribu enam ratus) Voltase

Pasal 2
Pajak Masukan yang berkaitan dengan pe-
nyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) tidak dapat dikreditkan.

Pasal 3

{1} Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai atas impbr dan/atau pe-
nyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersi-
fat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1} huruf a dan Pasal 1 ayat {2} huruf a
menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Per-
tambahan Nilai.

(2) Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau pe-
nyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersi-
fat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf
f, huruf g, huruf h dan huruf i serta Pasal 1 ayat
(2) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, tan-
pa menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai.

Pasal 4
Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang teru-
tang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 1 telah dipungut atau dibayar, ber-
laku ketentuan sebagai berikut:
a. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus dis-
etorkan ke Kas Negara.

b. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perole-
han Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis oleh Pengusaha Kena Pajak Pembeli,
dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan di bidang perpaja-
kan. ’

c. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perole-
han Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis oleh pembeli yang bukan Pengusaha
Kena Pajak, dapat diminta kembali sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bi-
dang perpajakan.

Pasal 5

' (1) Terhadap Barang Kena Pajak tertentu yang bersi-

fat strategis yang telah mendapat fasilitas dibe-

baskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf a dan Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf

j. apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun

sejak saat impor dan/atau perolehan:

a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula;
atau

b. dipindahtangankan kepada pihak lain baik se-
bagian atau seluruhnya,

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibebaskan

atas impor dan/atau perolehan Barang Kena Pajak

tersebut wajib dibayar.

(2) Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ebagaima-
na dimaksud pada ayat {1) dilakukan dalam jang-
ka waktu paling lama 1 {satu) bulan sejak Barang
Kena Pajak tersebut dialihkan penggunaannya
atau dipindahtangankan.

(3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaima-
na dimaksud pada avat {2} berakhir, Pajak Pert-
ambahan Nilai yang dibebaskan belum dibayar,
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

{4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dikredit-
kan sebagai Pajak Masukan

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor
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dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu
yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3; dan

b. tata cara pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strat-
egis yang telah dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai yang digunakan tidak sesuai
dengan tujuan semula atau dipindahtangankan
kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya
dan pengenaan sanksi atas keterlambatan pem-
bayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5;

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai ber-
laku, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001
tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pa-
jak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan
dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomar 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 4083) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Ta-
hun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan
atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang
Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4726} dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah
60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundan-
gkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini den-
gan penempatannya dalam Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia.

)
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tid,

JOKO wWIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ¢ November 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 247

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG

IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA

PAJAK TERTENTU YANG

BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI

PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

UMumMm

Dalam rangka melaksanakan Pasal 16B Un-
dang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pa-
jak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pa-
jak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah:beberapa kali diubah terakhir dengan Un-
dang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dan untuk lebih mendorong pembangu-
nan nasional serta perkembangan dunia usaha
sektor-sektor tertentu dengan membantu terse-
dianya barang-barang yang bersifat strategis,
perlu diberikan kemudahan dalam bidang perpa-
jakan berupa pembebasan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai atas impor dan atau peralehan
Barang Kena Pajak Tertentu yang dinyatakan se-
bagai Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No-
mor 70/P/HUM/2013 bahwa barang hasil pertani-
an yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang
pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dia-
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tur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang
dibebaskan dari Pengenaén~ Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001
tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibe-
baskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi in casu Pasal 4A Undang-Undang No-
mor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1283 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pa-
jak Penjualan atas Barang Mewah.

Sehubungan dengan hal di atas maka bebera-
pa ketentuan mengenai impor dan/atau penyera-
han Barang Kena Pajak tertentu, pertu dilakukan
penyempurnaan sehingga Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang
Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Penge-
naan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pe-
rubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang
Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Penge-
naan Pajak Pertambahan Nilai perfu diganti.

Tujuan diberikannya p'emberian fasilitas pem-
bebasan Pajak Pertambahan Nilai adalah dalam
rangka keberhasitan sektor kegiatan. ekonomi
yang berprioritas tinggi dalam skala nasional den-
gan tetap memperhatikan daya saing nasional.

Pemberian kemudahan di bidang perpajakan
ini bersifat sementara, apabila dunia usaha sek-
tor-sektor tertentu tersebut sudah mandiri, maka
kemudahan dibidang perpajakan tersebut tidak
perlu diberikan lagi.
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Agar dalam penerapannya tidak menyimpang
pertu dilakukan pengawasan dan dalam hal fasili--
tas yang diberikan tidak digunakan sesuai den-
gan maksud dan tujuan diberikannya kemudahan
di bidang perpajakan tersebut, maka dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
huruf a s/d huruf g

Cukup jelas.
hurufh

Yang dimaksud dengan “imbuhan pakan (feed
additive)” adalah bahan baku pakan yang tidak
mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrien}, yang
tujuan pemakaiannya’ terutama untuk tujuan ter-
tentu seperti xantophyl.

Yang dimaksud dengan “pelengkap pakan
(feed supplement)" adalah zat yang secara alami
sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahn-

‘'va perlu ditingkatkan dengan menambahkannya

dalam pakan, seperti asam amino, vitamin, dan
lain sebagainya.

‘huruf i

Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a s/d huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Yang dimaksud dengan “Rumah Susun Seder-

"hana Milik” adalah bangunan bertingkat yang

dibangun dalarn suatu lingkungan yang dipergu-
nakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi
dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersa-
tu dengan unit hunian maupun terpisah dengan
penggunaan komunal. ‘
huruf k
Cukup jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 8

~ Cukup jelas.
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LAMPIRAN

BARANG HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

| NO.| KOMODITI | PROSES i JENIS BARANG
' PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ty: -_Uaang. - Diangkat, dikumpulkan - Segar, hidup.
dengan keranjang/karung. - dingin, beku, dengan atau tanpa kepala.|

Penanganan udang dengan
pencucian, peng-es-an/
pendinginan dalam
keadaan utuh, dikuliti/
dikupas, dan/atau tanpa
kepala.

Penanganan udang dengan
pembekuan dalam keadaan
utuh, dikuliti/dikupas,
dan/atau tanpa kepala.

| - Penanganan udang dengan

pengemasan sementara '
untuk melindungi produk
agar tidak mudah rusak.
2. lkan hias. - Dipasarkan hidup. | - Ikan hias hidup. -
Pengumpulan dan

pengangkutan ikan utuh
diperairan umum atau di

laut dalam satu kesatuan
usaha maupun tidak.

- Penanganan ikan hidup ‘
dengan pemberian oksigen
dan/atau dipingsankan |
{dibius, diturunkan

! suhunya).
B | lkan (tidak termasuk - Dipasarkan hidup | Ikan umpan hidup dan/atau beku.
i ikan hias). - Pengumpuilan dan - |kan hidup untuk dikonsumsi.
pengangkutan ikan utuh di - |kan segar/dingin, beku,
perairan umum atau di jaut dengan atau tanpa kepala.
baik dalam satu kesatuan - lkan kering.
usaha maupun tidak.‘ - Sirip, kulit, tulang dan hati ikan.

Penanganan ikan mati
dengan pencucian, peng-esan/
pendinginan dalam

keadaan utuh, dengan atau

tanpa kepala dan isi perut.
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Penanganan ikan mati
dengan pembekuan dalam
keadaan utuh, dengan atau
tanpa kepala dan isi perut.
Penanganan ikan dengan
pengemasan sementara
untuk melindungi produk
agar tidak mudah rusak.

Rumput laut.

Kerang, tiram, remis.

Dipotong/diangkat,
dikumpulkan
Perendaman atau
penjemuran/pengeringan

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _ |

- Rumput laut basah.
- Rumput laut kering.

Diangkat, dilepas,
dikumpulkan.

Penanganan kerang/tiram/,
remis mati dengan
pencucian/depurasi,
pengesan/pendinginan
dalam keadaan utuh,
dikuliti/dikupas.
Penanganan kerang/tiram/
remis mati dengan
pencucian/depurasi, dan
pembekuan dalam keadaan

" utuh, dikuliti/dikupas.

- Hidup.

- Segar.

- Dingin, utuh dan/atau kupas.
- Beku, utuh dan/atau kupas.

Kepiting, rajungan.

Diseser/di_jaring.

Dipasarkan hidup.

Penanganan
kepiting/rajungan dengan
pencucian, peng-es-an/
pendinginan dalam
keadaan utuh, dikuliti/
dikupas.

Penanganan kepiting/
rajungan mati dengan
pencucian, pembekuan
dalam keadaan utuh,
dikuliti/dikupas.

- Hidup.
- Segar.
- Dingin, utuh dan/atau kupas.

- Beku, utuh dan/atau kupas.

”

Teripang.

Diseser/dikumpulkan
Penambahan oksigen dan
penambahan es.

- Segar.
- Dingin.
- Beku.
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Penangangan teripang
dengan pencucian,
pembekuan dalam keadaan
_utuh

Lobste; .

Diangkat, dikumpulkan
dengan keranjang/karung.
Penanganan lobster hidup
dengan pemberian oksigen
dan/atau dipingsankan
{dibius, diturunkan
suhunyaj.

Penanganan lobster mati
dengan pencucian, peng-esan/
pendinginan dalam
keadaan utuh.

Penanganan lobster mati
dengan pencucian,
pembekuan dalam keadaan

- Hidup.
- Segar.
- Dingin.
- Beku.

10.

Curﬁi/Sotong,
gurita, siput.

Penanganan cumi/sotong,
gurita, siput mati dengan
pencucian, peng-esan/
pendinginan dalam
keadaan utuh, dengan atau
tanpa kepala dan isi perut.
Penanganan cumi/sotong,
gurita, siput mati dengan
pencucian, pembekuan
dalam keadaan utuh,
dengan atau tanpa kepala
dan isi perut.

- Segar, dingin, beku dan/ﬁu tanpa kepala.

Artemia.

Diangkat dan dikumpulkan

Penanganan dengan
pencucian, pendinginan
dan/atau pembekuan.

- Dingin.
- Beku.
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